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ABSTRAK 

 

Latar belakang masalah skripsi ini adalah berangkat dari ketidakefektifan dalam 
penerapan Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara. Di mana 
kalau merujuk kepada lembaran sejarah, provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang 
mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syari’at Islam. Legalisasi 
penerapan syari’at Islam ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa 
Aceh sebagai jaminan terhadap pelaksanaan syari’at Islam. Sementara Undang-Undang 
Nomor  11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat 
dan mempertegas penerapan syari’at Islam di Aceh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
qanun syari’at Islam telah diberlakukan di Aceh selama kurang lebih 13 tahun. Pernyataan 
tersebut di atas ternyata hanya sebatas wacana saja. Realita yang terjadi tidak sesuai dengan 
apa yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut, sehingga muncul berbagai macam persoalan 
kenapa qanun yang telah ditetapkan tidak dapat dijalankan dengan efektif. Dengan demikian, 
persoalan-persoalan di atas menimbulakan adanya pertanyaan-pertanyaan krusial untuk 
dijawab dalam penelitian ini, yaitu: bagaiman implementasi qanun Aceh tentang Khamer, 
Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara, apa faktor yang mengitari qanun tersebut, dan apa 
solusi alternatif bagi kondisi tersebut? 

Analisis Kebijakan dan hukum pidana Islam, adalah teori yang dipakai dalam 
mengalisis permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Teori Analisis Kebijakan lebih 
dititik beratkan untuk mengalisis bagian pemerintahan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara, 
sedangakan hukum pidana Islam lebih dititik beratkan untuk menganalisis hukum pidana 
Islamnya (qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat yang ada di kabupaten Aceh 
Tenggara). Jenis penelitian skripsi ini adalah field research (penelitian lapangan). Sifat 
penelitian adalah deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
interview, dokumentasi, dan teknik sampling. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
normatif. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah instrumen analisis data kualitatif 
deduktif. 

Hasil penelitian adalah: 1) Ketidak efektifan qanun di Aceh Tenggara ada dua, yaitu 
keseriusan dan sanksi  dari pemerintah daerah dalam menegakkan syar’at Islam kurang tegas, 
dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat tentang urgensi syari’at Islam tidak 
optimal. 2) ada problematika seputar qanun yang secara fikih jinayah penggalian status 
hukum kurang tepat.  

 

Keyword:  Qanun Aceh, Analisis Kebijakan, Hukum Pidana Islam 
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MOTTO 

 

    

    

    $tΒ uρ $̈Ζä. t Î/Éj‹ yè ãΒ 4®Lym y] yè ö6tΡ Zωθß™ u‘  

“Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. 

(Al(Al(Al(Al----Isrâ’: 17: 15)Isrâ’: 17: 15)Isrâ’: 17: 15)Isrâ’: 17: 15)    

    

    

    

¨βÎ*sù yìtΒ Î�ô£ãè ø9$# #·�ô£ç„  

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
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PEDOMAN TRANSLITERAS I ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman 
pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 
 
I.  Konsonan Tunggal 

 
Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin  Nama 

� Alif  
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

� Ba’ B Be 

� Ta’ T Te 

� Sa’ Ś es (dengan titik  diatas) 

� Jim I Je 

� Ha’ H 
ha (dengan titik  di 

bawah) 

� Kha’ Kh ka dan ha 

� Dal D De 

	 Żal Ż zet (dengan titik  di atas) 


 Ra’ R Er 

� Za’ Z Zet 
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� Sin S Es 


 Syin Sy es dan ye 

� Sad Ş 
es (dengan titik  di 

bawah) 

� Dad D 
de (dengan titik  di 

bawah) 

� Ta’ ț 
te (dengan titik  di 

bawah) 

� Za’ Z 
zet (dengan titik  di 

bawah) 

� ‘Ain ‘ koma terbalik di atas 

� Gain G Ge 

� Fa’ F ef 

� Qaf Q qi 

� Kaf K ka 

� Lam L ‘el 

� Mim M em 

� Nun ‘n ‘en 

� Waw W W 

� Ha’ H ha 

� Hamza
h 

‘ aposrof 
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� Ya’ Y ye 

 
 
 
 
 
II.  Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

������ Ditulis muta’addidah 

���� Ditulis ‘iddah 

 
III.  Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h” 
 

	
�� Ditulis Hikmah 

	
�� Ditulis Jizyah 

 
b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h 
 

������� 	���� Ditulis Karãmah al-auliyã 

 
c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 
 

��������� Ditulis Zãkah al-fiţri 

 
IV.  Vokal Pendek 

 

 ���� ���  Fathah Ditulis A 

 ���� ���  Kasrah Ditulis I 

 ���� ���  Dammah Ditulis U 
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V. Vokal Panjang 
 

1 
Fathah diikuti Alif Tak 
berharkat 

	� !�� Ditulis Jãhiliyyah 

2 
Fathah diikuti Ya’ Sukun 
(Alif layyinah) 

"#$% Ditulis Tansã 

3 Kasrah diikuti Ya’ Sukun &�� Ditulis  Karǐm 

4 
Dammah diikuti Wawu 
Sukun 

'(�) Ditulis  Furūd 

 
VI.  Vokal Rangkap 

 
1 Fathah  diikuti Ya’ Mati Ditulis Ai 

 *�$�+ Ditulis Bainakum 

2 Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis Au 

 ,�- Ditulis Qaul 

 
VII.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
 

*�.�� Ditulis a’antum 

/���0 Ditulis ‘u’iddat 

 12�3��4  Ditulis la’in syakartum 

 
VIII.  Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyah 
 

5��6�� Ditulis al-Qur’ãn 

7��6�� Ditulis al-Qiyãs 

 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’  (el) nya. 



xi 

 

 

��
#�� Ditulis as-Samã’ 

8
9�� Ditulis asy-Syams 

 
IX.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

'(���� :(; Ditulis zawil furūd atau al-furūd 

	$#�� <!� Ditulis 
ahlussunnah atau ahl as-

sunnah 
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KATA PENGANTAR 

��� !� "#$%"&'��� (  

 �� )*+� ,�-./�� �01/� 2345$ 05&67 "48� �9�� ,��� :$ ;<= �9�� ! )3>�

 �0? �9�� !� �@.
 �)3A �� )*+�� ,B04�� �9C ;D ;4? )E �9�� !�F� G��F

)4$ 0H� ,�-./� (I)$J  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai Aceh tidak ada henti dan habisnya, terutama 

mengenai Syari’at Islam yang diberlakukan pasca diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- 

Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Daerah Keistimewaan Aceh, serta 

Undang-undang Provinsi Aceh Nomor 12, 13, 14, tahun 2003 tentang 

Khamer, Maisir, dan Khalwat. Pada dasarnya Rakyat Aceh secara umum ingin 

menerapkan Syari’at Islam jauh sebelum diterapkannya Undang- Undang 

tersebut. 

Presiden Soekarno, pernah berjanji memberikan hak kepada Rakyat 

Aceh untuk melaksanakan Syari’at Islam di Aceh. Seperti tertuang dalam 

dialok antara Soekarno dengan Daud Beureueh, Pada saat itu Daud Beureueh 

meminta kepada Soekarno agar Rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk 

melaksanakan Syari’at Islam, dalam dialok tersebut Soekarno menyetujui 

permohonan itu dengan alasan Masyarakat Indonesia 90 persen beragama 

Islam, Namun kemudian Soekarno sendiri yang mengingkari janjinya tersebut. 

Dalam pidatonya di Amuntai Soekarno tidak menyukai lahirnya Negara Islam 



2 

 

 

 

di Republik Indonesia.1 Implikasi pidato itu adalah tidak dibolehkannya 

daerah Aceh untuk melaksanakan Syari’at Islam. 

Melihat kondisi semakin genting pada Tahun 1959 Pemerintahan Pusat 

mengirim misi ke Aceh yang dikenal dengan missi Hardi, bertujuan untuk 

menyelesaikan konflik antara Pemerintahan Pusat dengan gerakan DI/ TII di 

Aceh. Setelah melewati berbagai macam dialok yang puncaknya terjadi pada 

tanggal 25 Mei 1959 berhasil dengan ditingkatnya status Provinsi Aceh 

menjadi Daerah Istimewa Aceh, dengan hak dan otonomi yang luas dalam 

bidang Agama Islam, Pendidikan, dan Adat Istiadat.2  Akan tetapi pemberian 

otonomi tersebut tidak serius, hal ini terbukti dengan tidak dibolehkannya 

Aceh membuat Undang-Undang yang mendukung terlaksananya 

keistimewaan penerapan Syari’at Islam yang sangat diinginkan oleh Rakyat 

Aceh. Maka kekecewaanpun Rakyat Aceh muncul terhadap Pemerintahan 

Pusat dan memicu timbulnya konflik kembali di tengah Masyarakat, seperti 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pada intinya menginginkan 

diberlakukannya Syari’at Islam dan menuntut kemerdekaan. 

Setelah dilegalisasi Syari’at Islam di Aceh ditandai dengan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Aceh. Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah aturan yang 

                                                             
1 M. Nur El Ibrahimy,Teungku Muhammad Daud Berureueh,cet. ke-2  (Jakarta: 

Gunung Agung 1986), hlm. 67-68. 
 
2 Hardi, SH, Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Dan Masa Depannya  (Jakarta: 

Karya Unipress, 1993), hlm.xiii. 
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merevisi Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini memberikan jaminan 

Hukum pelaksanaan Syari’at Islam sebagai hukum materil yang digunakan di 

Aceh, mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam , 

mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan Adat dan peran serta 

kedudukan Ulama dalam penerapan kebijakan daerah.3 Sementara itu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh terbit dalam rangka 

memperkuat dan mempertegas penerapan Syari’at Islam di Aceh.  Landasan 

inilah  Qanun Syari’at Islam diterapkan di Aceh. 

Dengan demikain, kurang lebih 13 tahun Qanun Syari’at Islam telah 

diberlakukan di Aceh secara umum dan Aceh Tenggara secara khusus. Akan 

tetapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang harapkan. Apa yang 

menjadi penghambat sehingga Qanun yang sudah disahkan tidak berjalan 

dengan efektif? Apakah Masyarakat Aceh Tenggara sendiri belum tau tentang 

Qanun tersebut? Apakah Masyarakat tidak setuju diberlakukannya Qanun itu? 

atau Instansi yang terkait kurang tegas dan kurang serius dalam melaksakan 

tanggung jawab yang diemban! atau karena Masyarakat Aceh Tenggara yang 

plural dibandingkan dengan beberapa daerah Aceh lainnya. 

B. Rumusan  Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah: 

1. Bagaimana implementasi  Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan 

Khalwat di Aceh Tenggara? 

2. Apa faktor yang mengitari implementasi Qanun tersebut? 

                                                             
3 Tim Penulis, Pemerintah Aceh, (Banda Aceh: BAPPEDA D.Aceh, 2006), hlm. 59.  



4 

 

 

 

3. Apa solusi alternatif bagi kondisi tersebut? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Aceh 

Tenggara tentang Khamer, Maisir dan Khalwat. 

b. Untuk menguraikan faktor pendukung dan faktor penghambat 

pelaksanaan Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di 

Aceh Tenggara. 

c. Menawarkan solusi alternatif  bagi implementasi Qanun di Aceh 

Tenggara. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan peneliatian ini kontribusi ril, guna memperkaya wacana 

wawasan tentang bagaimana penerapan Qanun Syariat Islam di 

Kabupaten  Aceh Tenggara yang berkaitan dengan Khamer, Maisir 

dan Khalwat. 

b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi setiap orang yang mempunyai 

ketertarikan pada wacana politik hukum, lebih khusus lagi bagi 

mereka yang akan mengkaji tentang politik Hukum Jinayah. 
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D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa 

literatur yang mambahas tentang permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Qanun Jinayah. Beberapa literatur yang membahas 

permasalahan yang berkaitan  antaranya adalah : 

A. Hasyimi yang berjudul “Kebudayaan Aceh Dalam Lintas 

Sejarah”. Penelitian ini lebih kepada arah menggambarkan kebudayaan Aceh 

dari masa ke masa. dalam karya tersebut dibahas bagaimana perkembangan 

Syari’at Islam di Aceh, sehingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh 

seperti kerajaan Peureulak, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam Beunua, 

kerajaan Islam Lingga, kerajaan Islam Pidie, kerajaan Islam Daya, kerajaan 

Islam Darussalam dan dalam karya tersebut dijelaskan para Ulama  besar di 

Aceh didalam karya Mereka.4 

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dalam karyanya Islam Historis 

Dinamika Studi Islam di Indonesia juga membahas bagaimana penerapan 

Syari’at Islam di Aceh. Dalam karya tersebut dijelaskan salah satu 

penyelesaian konflik di Aceh yang telah disepakati oleh Pemerintahan 

Republik Indonesia dengan Masyarakat Aceh mengenai pemberlakuan 

Syari’at Islam. Hal tersebut telah diimplementasikan dalam Undang-Undang 

RI No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 

                                                             
4 A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah, (Jakarta: Buana, 1983), hlm. 45-58 

dan 194-255. 
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Daerah Istimewa Aceh. Dan pembahasan tersebut dilihat dari perspektif 

sejarah.5 

Adapun skripsi yang membahas penerapan Syari’at Islam di Aceh 

adalah  skripsi yang ditulis oleh Hamdani, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, yang berjudul, Penerapan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh 

Darussalam  (kasus di Kota Langsa)6. 

Skripsi Ani Afifah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga yang berjudul tentang pakaian Islam dalam Qanun Aceh No. 

11 tahun 2002 Pasal 13 dan 23 perspektif Fiqih Siyasah.7 

Skipsi Khairil Anwar, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga yang berjudul Tinjauan Politik Hukum  dan HAM Terhadap 

penerapan Syari’ah Islam di Aceh ( Persepsi Mahasisawa Aceh Yogyakarta).8 

Skipri Siti Ikrimatoun, Mahasiswa Fakultas Isoshum UIN Sunan 

Kalijaga yang berjudul respon Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap aturan 

dan implementasi Syari’at Islam pasca Tsunami.9 

                                                             
5 Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islam Historis Dinamika Studi Islam di 

Indonesia, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 301. 
 

6 Hamdani,” Penerapan syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam”, Skripsi 
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,(2005). 

 
7 Ani Afifah,”Pakaian Islam dalam Qanun Aceh no 11 Tahun 2002 pasal 13 dan 23 

perspektif Fiqih Siyasah”, Skipsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.(2011). 
 

8 Khairil Anwar,”Tinjauan Plitik Hukum  dan HAM Terhadap Penerapan Syari’ah 
Islam di Aceh(Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta)”, Sekripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan 
Kalijaga.(2011) 

 
9 Siti Ikrimatoun,”Respon Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap terhadap aturan 

dan implementasi Syar’at Islam pasca Tsunami”, Skripsi Fakultas Isoshum UIN Sunan 
Kalijaga.(2012) 
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Sekripsi Husaini, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga yang berjudul Cambuk sebagai hukuman (studi komperatif) 

antara Qanun Aceh dan Hukum  Adat Aceh.10 

Dari semua skripsi di atas perbedaannya dengan penelitian ini yaitu 

pada sasaran yang diteliti, penelitian ini membahas tentang faktor penghambat 

dan pendukung diberlakukannya Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan 

Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara. 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam ajaran agama Islam setiap muslim wajib mematuhi ketentuan-

ketentuan hukum islam, sangat banyak dasar normatif yang mengharuskan 

demikian baik didalam nash Al Qur’an maupun sunnah Nabi Saw. Hukum 

tersebut dituangkan sebagai tuntunan hidup kepada setiap manusia, agar 

manusia terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum dan bertujuan 

membingbing mereka kejalan yang menyelamatkan. 

Karena Islam adalah agama yang serba  lengkap, didalamnya sudah 

diatur antara lain mengenai hukum-hukum Jinayah, Siyasah, dan sistem 

ketatanegaraan atau politik, dengan demikian wajiblah bagi kita merujuk 

kepada tatanan tersebut. karena didalam Al Qur’an terdapat sejumlah ayat 

yang mengandung hukum sebagai petunjuk untuk dijadikan pedoman bagi 

manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Oleh karena itu, untuk membahas karya Ilmiah Qanun Aceh tentang 

Khamer, Maisir dan Khalwat di kabupaten Aceh Tenggara memerlukan 

                                                             
10 Husaini,”Cambuk sebagai bentuk Hukuman Studi Komporatif antara Qanun Aceh 

dan Hukum Adat Aceh” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.(2012). 
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seperangkangkat teori yang mendukung sebagai landasan konsep yang akan 

diterapkan dalam penelitian  dilapangan. Dalam penelitian ini penulis akan 

mengguanakan teori “Analisis Kebijakan”.11 

Konsep Analisis Kebijakan ini adalah sebuah aktivitas yang 

menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.12 

Pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan  analisis kebijakan meneliti 

sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. 

Metodelogi analisis kebijakan (kinerja analisis kebijakan) 

menggabungkan lima prosedur umum yang dipakai dalam pemecahan masalah 

yaitu:  

1. Perumusan masalah (definisi) yang menghasilkan informasi mengenai 

kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. 

2.  peramalan (prediksi) yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi 

dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan. 

3. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau 

kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan 

masalah. 

4. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi 

sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. 

5. Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari 

konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. 

                                                             
11 William N. Dunn, (edt), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 1 
 
12  Ibid, hlm. 1 
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F. Metode Penelitian 

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode 

tertentu. Metode  yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun mengadakan 

penyelidikan berdasarkan obyek penelitian atau lapangan, dalam hal ini 

yang menjadi obyek penelitian adalah Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh 

Tenggara. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian 

deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang 

ada dilapangan. Data tersebut berupa kumpulan hasil wawancara antara 

penyusun dengan Instansi yang terkait, kemudian penyusun menganalisis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui 

pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.13 

Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung 
                                                             

       13 M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, 
Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan. ( Yogyakarta, Zenith Publisher 2006 ), 
hlm. 44. 
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ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum 

keadaan wilayah tersebut. 

b. Interview atau wawancara  

Interview digunakan sebagai cara untuk memperoleh data 

dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau 

responden.14 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi tersebut yaitu pengumpulan data atau bahan-

bahan berupa dokumen. Data tersebut bisa berupa letak geografis, 

demografis maupun kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang 

sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan 

data ini, penyusun anggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang 

valid, seperti wawancara, pewawancara dapat bertanya langsung 

kepada responden dan jawaban yang didapat lebih luas sesuai 

jawaban yang diinginkan oleh responden. 

d. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, 

yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan meneliti apakah 

sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai. 

e. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data 

dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif. 

                                                             
14Ibid,  hlm. 45. 
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Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan 

perhitungan angka, melainkan mempergunakan sumber informasi 

yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan 

beberapa tokor dan masyarakat yang dianggap penting. Data umum 

yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang 

bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif, disertai dengan 

pemaparan solusi.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan 

yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal 

hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang 

membingungkan dalam pembahasan. 

Bab pertama, memuat latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal 

dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses 

penelitian. 

Bab Kedua, membahas tentang teori yang akan di gunakan dalam 

penelitian Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di kabupaten 

Aceh Tenggara, didalamnya akan menggali permasalahan yang menurut 

penulis sangat urgen. 
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Bab ketiga, memuat tentang hasil penelitian yang di dapatkan di 

lapangan, baik mengenai faktor pendukung dan faktor penghambatnya, 

termasuk didalamnya sosial kultural, sosial Agama, dan politik. 

Bab keempat, memuat tentang analisis Implementasi Qanun Aceh 

tentang Khamer, Khalwat dan Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara pengaruh 

apa yang signifikan setelah Qanun itu di berlakukan. 

Bab kelima, bab penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang 

ada pada bab pertama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di 

Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat berjalan dengan efektif sejak 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang  

keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi khusus bagi keistimewaan Aceh, karena Qanun Aceh tentang 

Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara yang berlaku 

kurang tegas, sehingga penyelesaian kasus tidak efektif. 

2. Banyak  faktor penghambat terhadap efektifitas implementasi Qanun 

Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara 

yaitu: 

a. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Syari’at Islam khususnya kapada 

Masyarakat kabupaten Aceh Tenggara tentang Qanun Aceh yang 

meliputi Khamer, Maisir dan Khalwat, dan sosialisasi tersebut 

dilakukan tidak merata. Oleh sebab itu, masyarakat kabupaten Aceh 

Tenggara bayak yang tidak mengerti dengan Qanun yang 

diberlakukan di Aceh Tenggara, sehingga masyarakat seakan-akan 
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kurang mendukung, karena pemahaman dan pengertian terhadap 

Syari’at lemah. 

b. Qanun yang berlaku kurang tegas  sehingga penyelesaian kasus tidak 

efektif bahkan sering sekali tidak dikenakan hukuman bagi yang 

melanggar. 

c. Adanya kepentingan politik yang menimbulkan dampak negatif 

terhadap efektifitas berlakunaya Qanun Aceh di Kabupaten Aceh 

Tenggara, seperti kepentingan-kepentingan partai tertentu dalam 

mensukseskan partainya pada momen Pemilhan Umum Kepala 

Daerah (PEMILUKADA), sehingga Qanun Aceh sulit untuk berjalan 

dengan efektif di kabupaten Aceh Tenggara. 

d. Adanya beberapa oknum masyarakat yang kurang sepakat untuk 

diterapkannya Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara dengan 

alasan penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara tidak semuanya 

memeluk Agama Islam. 

e. Ketika terjadi pelanggaran, pemerintah kerang tegas dalam mendak 

pelanggaran tersebut dan pemerintah kurang siap untuk 

melaksanakan hukuman bagi yang melanggar. 

f. Pembinaan masyarakat tidak berlanjut (dalam memahamkan 

masyarakat tentang syari’at Islam). 

g. Kurangnya kerja sama antara sesama instansi pemerintah yang terkait 

dengan penyelenggaraan Qanun Aceh di Aceh Tenggra. 
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3. Soluli alternatif bagi kondisi Qanun Syari’ah di Aceh Tenggara adalah 

sebagai berikut: 

a. Dinas Syari’at Islam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat 

secara merata. 

b. Dukungan dari masyarakat muslim yang ada di Aceh tenggara, sangat 

di perlukan untuk melaksanakan Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir 

dan Khalwat. 

B. Saran 

Ada beberapa hal perlu untuk diperhatikan secara lebih serius 

khususnya pemerintah daerah kabupaten Aceh tenggara terkait banyaknya 

kendala yang dihadapi ketika menerapkan Qanun Aceh di kabupaten Aceh 

tenggara, yaitu sebagai berikut: 

1. Bahwa untuk mengoptimalisasi penerapan Qanun Aceh di Aceh Tenggara 

diperlukan adanya keseriusan dan sanksi yang tegas  dari pihak 

pemerintah daerah kabupaten Aceh Tenggara dalam menegakkan syari’at 

Islam serta diperlukan pula adanya dukungan dari masyarakat. 

2. Bahwa untuk mensukseskan penerapan qanun Aceh di Aceh Tenggara 

diperlukan adanya kontribusi dari pihak pemerintah kabupaten Aceh 

Tenggara yang berbentuk  pemahaman kepada masyarakat tentang 

urgensi qanun syari’at Islam. 

3. Ketika sosialisasi dan pembinaan sudah dilakukan kepada masyarakat, 

maka seyogyanya masyarakat melaksanakan aturan yang sudah berlaku 

sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah. 
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